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2. Diharapkan bagi Notaris agar :

- Memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat khususnya yang

berhubungan dengan masalah pembagian harta bersama akibat

perceraian, bilamana diminta penyelesaian dalam pembagian harta

bersama akibat perceraian.

3. Diharapkan bagi Masyarakat agar :

- Dilakukan penyuluhan hukum terhadap calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan sehingga mereka mengetahui hak dan

kewajibannya bilamana dikemudian hari terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Intermasa, Jakarta, 1979.

A.Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Undip, Semarang, 1997.



98

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya, Bandung, 1994.

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Grafika,

Jakarta,2000.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1995.

Andi Hamzah, Kamus Hukum Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, Bandung, 2002.

Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet

I, Jakarta, BalaiPustaka, 1988.

Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984.

Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1

Tahun 1974 TentangPerkawinan (menuju keluarga nasional), Armico,

Bandung, 1983.

Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta,

1998.

GHS.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Cet 3, Erlangga, Jakarta,

1983.

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini setelah Terjadinya

Perceraian,Grafika, Bandung,2008.

Hazairin, Hukum Perkawinan, Kewarisan menurut Hukum Islam, Raja Pustaka,

Jakarta, 2009.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar maju, Yogyakarta,

1990.

Idawati Syahuddin, Laporan Penelitian, Efektifitas Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974Terhadap Tingkat Perceraian dan Akibatnya,

LembagaPengabdian Pada Masyarakat UNPAD, 1984-1985.

Ismy Syafriani Nasution, Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam, 2009.



99

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia,Ghalia Indonesia, Jakarta,

1980.

M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,

Cetakan I, Jakarta.

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas

Diponegoro, Semarang, 2008.

Philipus M Hadjon, Pengantar Administrasi Indonesia, Gajah Mada

UniversityPress, Yogyakarta.

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Raja Grafindo,

Jakarta, 1982.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan

Perkawinan Indonesia, AirlanggaUniversity Press, Jakarta,

Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1983.

Sastra Djatmika, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1995.

Sayyid Sabiq, Fiqh, Sunah,Jilid II, Darul Turats, Qahiroh, .

Soebekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 1995.

Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty,

Yogyakarta, 1999.

Soerjono Soekanto ,Hukum Adat Indonesia, Raja Gafindo Persada, Jakarta,

1983.

_____________,Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian,

Bandung,2008

____________,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertukusumo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Liberty,

Yogyakarta, 1988.

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, Akmil, Magelang, 1987.

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan,

Alfabeta, Bandung,2008.



100

Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia, BinaCipta, Yogyakanrta, 1978.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan

Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kode Etik Notaris

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan,

Buku II Hukum KewarisanDan Buku III Hukum Perwakafan.

C.Jurnal /artikel

Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta,

1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Jakarta, BalaiPustaka, 1988.

H.Abdul Manan, Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama, Mimbar Hukum

No 33 Tahun VIII, 1997.


